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ABSTRAK

Masyarakat Kecamatan Silih Nara Kabupaten Silih Nara mempunyai kebiasaan
memperdagangkan kopinya secara hutang dengan landasan kepercayaan. Ketika
bertransaksi, mereka menulisnya di atas kertas rokok ataupun kertas-kertas biasa
yang tidak mempunyai eksistensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Pokok
permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek jual beli kopi di
Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dan Bagaimana tinjauan teori‘urf
dan Sad al-zari’ah terhadap praktek jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara
Kabupaten Aceh Tengah. Untuk menjawab permasalahan dari skripsi ini penulis
menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dan data yang
dikumpulkan menggunakan data primer yaitu data yang peneliti dapatkan
langsung dari lapangan melalui wawancara, dan data sekunder dari buku-buku,
jurnal dan kajian pustaka lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana
peneliti menjelaskan inti permasalahan dari pengkgian yang kemudian dianalisa
melalui teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada. Dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa praktek jua beli kopi di Kecamatan Silih Nara
adalah praktek jual beli kopi tradisional. Dalam prakteknya, jua beli ini sering
menimbulkan mafsadat yaitu adanya penguluran waktu pembayaran hutang yang
mengandung unsur riba berupa riba nasi’ah. Adanya unsur gharar yaitu tidak ada
kepastian tempo pembayaran hutang, tidak adanya bukti transaks jika terjadi
perselisihan, adanya ke-mudarat-an yaitu pihak penjual terzalimi, dan adanya
unsur penipuan yang dilakukan oleh pembeli. Praktek jual beli kopi tradisional ini
sudah menjadi adat secara turun-temurun terjadi di Kecamatan Silih Nara,
sehingga perlu adanya pengkajian khusus mengenai teori hukumnya. Di dalam
hukum Islam pembahasan adat-istiadat disebut dengan teori ‘urf. Setelah peneliti
tinjau “urf atau kebiasaan praktek jua beli kopi yang ada di Kecamatan Silih Nara
adalah ‘urf yang ‘khas, ‘amali dan sahih karena perbuatannya dilakukan
masyarakat Kecamatan Silih Nara dan dianggap adanya ke-maslahat-an, karena
transaksinya juga memenuhi syarat dan rukun jua beli seperti jual beli pada
umumnya. Namun, dalam prakteknya kebiasaan ini sering menimbulkan
mafsadat. Sehingga, praktek jual beli ini dapat menjadi terlarang apabila dianalisa
menurut teori sad zari’ah bahwa transaks yang awa mulanya dibolehkan jika
menimbulkan mafsadat makaia dapat menjadi terlarang.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agamadan Menteri P dan K

1. Konsonan

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987

No | Arab Latin Ket No | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan titik
1 | dilamban 16 b t di bawahnya
gkan
o 3 Z dengan titik
2| - b 17 Z | g bawahnya
3 < t 18 & ‘
. : sdengan titik .
4 - 3 di atasnya 1 ¢ 9
5 d j 20 o f
h dengan titik .
6 c h di bawahnya 21 c 9
7 & kh 22 d k
8 3 d 23 J I
. : z dengan titik
9 3 z di atasnya 24 a m
10 D r 25 O n
11 J z 26 3 W
12 o S 27 o h
13 U sy 28 s ’
s dengan titik
s S | dibawanya | 20 | ¢ y
. d dengan titik
15 o 4 | 4 bawahnya
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Voka Tungga
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

trangdliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
..... Kasrah i
Dammah u

b. Voka Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan

huruf, trandliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Nama Gabungan
Hur uf Hur uf
Fathah dan .
¢ a
ya
Fathah dan
9o au
wau
Contoh:
s kaifa Js® :haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

tranditerasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Hur uf
Hur uf dan tanda
Fathah dan alif 5
@l a

- atau ya
Tl Kasrah dan ya T
Dammah dan )
@i u
waw
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Contoh:

Jé&  :qgala
@) Jrama
d8  :qila
Js&  :yaqadlu

4. TaMarbutah (3)
Trangliterasi untuk ta marbutah ada dua:
a. Tamarbutah () hidup
Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah,
trangdliterasinya adalah t.
b. Tamarbutah () mati
Tamarbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, trandliterasinya adalah h.
c. Kaau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah () diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah () itu ditrandliterasikan dengan h.

Contoh:
JUkY Az,  raudah al-atfal/ raudatul atfal
8 siall Adsaal) : al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwar ah
dalh : talhah
Catatan:
Modifikas

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
trandliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad 1bn Sulaiman.

2.  Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Katakata yang sudah dipakai (serapan) daam kamus bahasa Indonesia
tidak ditrandliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Kecamatan Silih Nara Takengon mempunyai kebiasaan
memperdagangkan kopinya dengan landasan kepercayaan, mereka bertransaksi
dan menulisnya di atas kertas rokok ataupun kertas-kertas biasa yang tidak
mempunyai eksistensi yang bisa dipertanggungjawabkan®. Transaksi jual belinya
bisa di kebun, di jalan atau saat mendadak bertemu, penjual memberikan barang
dagangannya secara langsung dan pembeli membayarnya secara hutang. Penjual
dan pembeli meyakini adanya kemaslahatan dalam transaks ini di mana mereka
tidak merepotkan diri untuk mencari kuitansi serta menulisnya bahkan
membawanya kemana-mana untuk transaksi yang mendadak.

Hutang piutang yang dilakukan masyarakat Kec.Silih Nara memang sudah
wajar bagi kebanyakan para pedagang kopi. Disebabkan minimnya moda yang
dimiliki oleh pembeli, dan karena sebagian besar masyarakatnya memang
berprofesi sebagai petani dan pedagang kopi yang sudah menjadi mata pencarian
pokok.

Walaupun banyak yang berhasil, akan tetapi tidak sedikit penjual merasa
kecewa dan terzalimi. Hal ini terjadi karena ketika bertransaksi tidak membuat
alat bukti berupa nota atau kuitansi, maupun surat perjanjian yang tujuannya
untuk menghindari lupa, penipuan, bahkan perselisihan. Akibatnya, tidak jarang

dari praktik tersebut sering ada yang merasa tertipu atau benar-benar tertipu.

Wawancara langsung dengan Tgk. Basran, Penasehat Kampung Pepayungen Angkup
sekaligus Toke kopi padatanggal 5 Mei 2016.



Sebagaimana seorang Toke kopi Kampung Reremal mengemukakan
memang kasus seperti ini sering terjadi apalagi jumlah kopi yang diperdagangkan
tergolong menengah ke atas dalam arti jumlah kopi yang diperjualbelikan
tergolong banyak yang pada akhirnya harus melalui proses hutang piutang.
Pengalaman beliau pada pertengahan tahun 2015 menjual kopi kepada Toke kopi
di Kabupaten Bener Meriah sebanyak setengah ton secara hutang dan
pelunasanannya terjadi pada akhir 2016 setelah melalui proses yang panjang
padahal dalam perjanjiannya akan dilunasi pada pertengangan 2016.

Apabila pembayarannya secara hutang yang perlu diperhatikan adalah
hendaknya membuat bukti transaksi dan adanya saksi. Sebagaimana firman Allah

SWT:

JAdl (S S oSg 03T o Jorl L) ity o5 13 ol ) Ll

Artinya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu

menuliskannya dengan benar (QS. Al-Bagarah: 282)
O eligdl o 0905 2 OUToaly Jom b cdomy UsSG ] 0B oSy o e Igdginnl
SN WAl ST Lalas) e

Artinya Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
(diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang diridhai, supaya

“Wawancara dengan Pak Ansyari Toke kopi Kampung Reremal melalui telpon seluler
padatanggal 16 Juni 2017.



jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya (QS. Al-
Bagarah: 282)*

Walaupun ayat ini turun secara khusus berkaitan agad salam yang biasa
berlaku di kalangan penduduk madinah, namun secara ijma’ juga sekaligus
membahas tentang semua bentuk ‘agad atau transaksi yang dilakukan secara tidak
tunai.* Karena menurut sebagian ulama wajib menulis hutang piutang dan
mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris).”> Yang
semua ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghindari perselisihan di
kemudian harinya.

Jual beli hutang piutang tanpa kuitansi yang dilakukan oleh masyarakat
adalah jua beli yang sah bila dicermati menurut landasan figh muamalah. Di
mana transaksinya memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam jual beli.® Karena
landasan utama dalam jual beli adalah saling ridha dan tidak dilakukan secara
batil (Q.S. An-Nisa: 29).’

Sebagai transaksi jua beli yang dilakukan masyarakat secara turun-
temurun dan telah menjadi adat kebiasan. Maka, kebiasaan ini perlu dikgji
kembali sebelum dijadikan sebagai sumber istinbat hukum melalui teori‘urf. Yang

merupakan salah satu sumber hukum (asl) dari usul figh.

3Shobirin, Jual beli Dalam Pandangan Islam. Bisnis,Vol. 111, No. 2, Desember 2015, him.
255-256.

“Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2003), him. 147.

®Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 1 (Ciputat: Lentera Hati, 2009), him. 730.

®Nasrun horoen,Figh Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), him. 113-119.

Shobirin, Jual beli Dalam Pandangan Islam..., him. 243.



Para ulama menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak
ditemukan nas dari kitab (Al-qur'an) dan Sunnah (hadits).® Karena adat yang
tidak menyalahi dalil syara‘, baik adat yang ‘am maupun yang khas, lafzi maupun
yang cauli dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam.® Dengan
landasan, asal dalam mu’amalah atau al-‘adah adalah boleh, kecuali ada dalil
secara jelas yang mengharamkannya.'® Sehingga praktik jual beli ini sah untuk
dilakukan.

Praktik jual beli yang hanya mengandalkan kepercayaan ini walaupun
banyak yang berhasil namun sering juga menimbulkan mafsadat. dimana pembeli
melakukan wanprestasi, telat dalam pembayaran bahkan ada yang benar-benar
berniat untuk tidak membayar sehingga merugikan sebelah pihak yaitu penjual.
Ha ini terjadi karena penjual dan pembeli tidak membuat perjanjian apa-apa
secara tertulis dalam bertransaksi. Sehingga pembeli merasa tidak adanya akibat
hukum yang diterimanya apabila telah jatuh tempo dan belum melunas
pembayaran.

Sad Al-zari’ah merupakan salah satu metode istinbat hukum yang bisa
diterapkan dalam masalah perbuatan yang mengandung unsur mafsadat. Sebagai
sumber pokok hukum islam dalam menetapkan akibat hukum suatu perbuatan.
Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan

perbuatan yang menjadi sasarannya, baik akibat perbuatan itu dikehendaki atau

8Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh (Jakarta: PT Pustaka Firdaus dengan Penghimpun
Pengembangan Pesantren dan masyarakat (P3M), 1994), him. 416-418.

°Imron Rosyadi, Kedudukan Al-‘adah Wa Al-‘urf dalam bangunan hukum islam. Suhuf,
Vol. XVII, No. 01 Me&i 2005, him. 6.

% anafiah, Agad Jual beli Dalam Tradisi Pasar Terapung. Al-Tahrir, Vol. XV, No. 1,
Mei 2015, him. 209.



tidak dikehendaki terjadinyaYang bertujuan untuk mencari maslahah yakni
kemaslahatan yang berdasarkan magashid al-syari’ah..™*

Dari uraian di atas, kebenaran praktik jual beli masyarakat baik dari rukun
dan syarat, serta ditinjau menurut kaidah ‘urf bertolak belakang dengan kaidah
sad zari’ah. Sehingga, sangat perlu adanya pengkajian lebih mendalam dalam
masalah ini. Maka saya mempunyai ketertarikan untuk membuatnya sebagai judul
skripsi saya yaitu “jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh

Tengah (analisis menurut teori ‘urf dan sad Al-zari’ah)”.

1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktek jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten
Aceh Tengah?
2. Bagaimana tinjauan teori‘urf dan Sad Al-zari’ah terhadap praktek jual

beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah?

1.3. Tujuan Pendlitian
1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kopi di Kecamatan Silih
Nara Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan teori ‘urf dan Sad Al-zari’ah terhadap praktek

jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

“Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh..., him. 439. : Mahbub Ghozali, Relevansi Sad Al-
dhari’ahDalam Pembaharuan Hukum Islam. Jurnal Qolamuna, Vol. I, No. 2, Juli 2015, him. 2-3.



1.4. Penjelasan Istilah
Untuk memudahkan para pembaca memahami istilah penilaian karya tulis
ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung
dalam judul karya tulis ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan
disini adalah sebagai berikut;
1. Jua beli Kopi
Jual beli kopi yang dilakukan masyarakat Kec. Silih Nara Kab. Aceh
Tengah memakai sistem kepercayaan. Mereka bertransaks secara hutang piutang
tanpa membuat kuitansi, atau dokumen-dokumen resmi berupa surat perjanjian
sebagai bukti yang kuat untuk pertanggung jawaban di kemudian harinya.
2. “Urf
Praktek jua beli kopi yang dilakukan masyarakat sudah turun-temurun
terlaksana. Dan dianggap sebagal suatu yang benar. Maka, perlu adanya
pengkajian ulang melalui teori penetapan hukum yaitu ‘urf atau ‘adat yang
merupakan salah satu alat untuk penentuan hukum yang disepakati oleh para
ulama'
3. Sad Al zari’ah
Dalam prakteknya, jual beli yang hanya mengandalkan kepercayaan ini
sering menimbulkan mafsadat karena sering terjadi penipuan. Maka, Saddu al-
zari’ah merupakan metode yang tepat dalam penetapan suatu hukum oleh jumhur

ulama.®®

2Amir Syarifuddin, Ushul Figh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), him.
394,
Blbid., him. 429.



1.5. Kajian Pustaka

Melalui judul penelitian yang digjukan penulis, maka tinjauan kepustakaan
(literature review) akan ditelaah dalam variabel utama tentang ‘urf jual beli kopi
di Kecamatan Silih Nara tinjauannya menurut sad zari’ah.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang
membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada‘urf jual beli
kopi di Kecamatan Silih Nara tinjauannya menurut sad zari’ah. Namun, ada
beberapa tulisan yang secaratidak langsung berkaitan diantaranya adalah :

Skripsi yang ditulis Uswatun Hasanah, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan
Hukum, UIN Sunan Ampel yang berjudul Analiis Sad zari’ah Terhadap Jual beli
Knalpot Brong Di Desa Mergosari Kab.Sdoarjo. Dalam penelitiannya di jelaskan
bahwa suara dari knalpot brong tersebut membuat bising dan meresahkan
masyarakat khususnya masyarakat lanjut usia dan keseluran masyarakat secara
umum. Walaupun dari segi perekonomian bisa membantu masyarakat yaitu para
penjual knalpot, namun dari penjualannya memiliki dampak negatif lebih lebih
besar daripada positif, sehingga penjualan ini menjadi terlarang jika ditinjau
menurut sad zari’ah.

Skripsi yang ditulis Miftahul Jannah, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan
Hukum, UIN Sunan Ampel yang berjudul Analisis ‘urf Terhadap Tradisi Hutang
Dengan Sstem Bologadai Di Desa Jotosanur Kec. Timur Kab. Lamongan.
Bologadai yang dipraktekkan masyarakat yaitu ketika ada masyarakat yang ingin
berhutang maka dia akan memberikan sawahnya sebagai jaminan yang biasa

jumlah jaminan lebih besar daripada jumlah hutang. Dan yang memberi hutang



bebas mengelola sawah dan mengambil hasilnya. Namun tempo pembayaran
hutang tidak dijelaskan secara pasti kapan, hanya mengandalkan kepercayaan dan
tidak secara tertulis. Sehingga menimbulkan dampak negatif berupa ketika yang
berhutang meninggal, hutang beralih ke anak atau saudara namun tidak
mengakuinya sehingga menimbulkan perselisihan. Maka ‘Urfnya adalah ‘urf
fasid. Karena hutang piutang di dalamnya membuat syarat khusus yang merusak
‘agad.

Skripsi yang ditulis Faizatul Mukrimah, Mahasiswi Fakultas Usuluddin
dan Filsafat, UIN Sunan Ampel yang berjudul Kedudukan Bukti Autentik (tertulis)
dan Saksi Dalam Transaksi Hutang Piutang. Disinisi peneliti membahas tentang
kedudukan bukti hutang piutang secara tertulis dan saksi menurut Sayyid Quthb,
Ibnu Kastir dan Wahbah Zuhaili. Sayyid Quthb mengatakan wajib, lbnu Katsir
dan Wahbah Zuhaili tidak diperlukan apabila transaksinya saling percaya.

Dari skripsi-skripsi yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusuri
sgjauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik terhadap‘urf jual beli kopi
tinjauannya menurut sad zari’ah. Oleh karena itu, penulis bermaksud hendak
mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah (skrips) yang
berjudul “‘urf jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

tinjauannya menurut sad zari’ah™.

1.6. Metode Pendlitian.
Dalam penulisan karya ilmiah ini peneliti menggunakan pendekatan

konseptual, peneliti merujuk kepada prinsip-prinsip dasar hukum islam khususnya



memahami konsep-konsep dasar jual beli.** Dengan mengumpulkan bahan primer
yang bersifat autoritatif berupa prinsip-prinsip dasar dalam a-qur’an dan hadist.
Kemudian ditinjau kembali dengan bahan sekunder melalui metode istinbat
hukum yang disepakati para ulama, yang peneliti dapatkan dari buku-buku, jurnal-
jurnal yang bersangkutan, serta skripsi yang relevan dengan judul peneliti.’®

1.6.1. Jenis Pendlitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang
dipakai adalah data primer, atau data dasar (primary data atau basic data) yang
diperoleh lansung dari sumber pertama yaitu prilaku jual beli kopi masyarakat
Kecamatan Silih Nara, juga data sekunder (secondary data) berupa data-data
resmi yang penulis dapatkan dari instansi/pemerintah-pemerintah setempat yang
ada hubungannya dengan kajian peneliti.*

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif
analisis, penulis mempelgari, menjelaskan dan menguraikan situasi yang sedang
berlansung di masyarakat dan kemudian menyimpulkannya menggunakan teori
jua beli, ‘urf dan sad zari’ah sebagai aat analisis.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.
1.6.2.1. Pengamatan atau (Observasi)

Peneliti mengamati langsung tempat-tempat praktik jual beli kopi, yang di
praktekkan masyarakat Kecamatan Silih Nara. Yang meliputi bagaimana praktik

jua beli beli kopinya nya, serta hal- hal yang berkaitan dengan kajian peneliti.

YPeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2005),
him.177.

®lpid., him. 181.

'*Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986), him.12.
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1.6.2.2. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara yang pendliti lakukam adalah wawancara secara
langsung.*” Dimana peneliti langsung datang ke gudang-gudang Toke kopi, serta
rumah-rumah para penjua dan pembeli. Dalam wawancara ini pendliti
menggunakan alat rekam berupa handphone serta aat tulis. Adapun yang peneliti
wawancarai yaitu Toke-toke kopi di Kecamatan Silih Nara dan dinas atau
pemerintah setempat yang berhubungan dengan kajian peneliti.
1.6.2.3. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data-data dokumen dari buku-buku, jurnal serta
karyakarya ilmiyah seperti data-data resmi dari intansi/pemerintah yang
berhubungan dengan kajian pendliti. Serta data kepustakaan, berupa teori hukum
yang peneliti pakai sebagai alat analisis masalah.

1.6.3. Langkah-langkah Anadlisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah
dengan menjelaskan latar belakang masalah atau background tentang jua beli
kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (analisis menurut teori ‘urf
dan sad al-zari’ah), kemudian merumuskan masalah serta tujuan pembahasan,
tinjauan pustaka, memilih metode pengumpulan data berupa jenis penelitian,
teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah

ini, kemudian peneliti menganalisa teori-teori yang berkaitan dengan kajian

YHusein Umar, Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1998), him. 51.
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permasalahan praktik ‘jual beli kopi yang ditinjau menurut teori ‘urf dan sad
zari’ah sebagai dat analisa

Data yang telah terkumpul, diklarifikasikan menurut hukum islam dan
aspek yang telah diteliti sebelumnya. Dari hasil tersebut akan dijadikan
perumusan kesimpulan untuk kalangan luas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman
penulisan karya ilmiah mahasiswa dan pedoman trandliterasi arab latin yang
diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda

Aceh tahun 2013.

1.7 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini nantinya tidak keluar dari yang telah
ditentukan dan lebih berarti susunannya, maka peneliti membagi skripsi ini
kedalam empat bab, yakni sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya membahas tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan,
manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang teori ‘urf dan sad zari’ah yang menguraikan
tentang pengertian dan konsep istilah-istilah diatas, serta regulasi tentang

permasal ahan tersebut.
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Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang
dilakukan, yaitu, praktek jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh
Tengah (analisis menurut teori ‘urf dan sad zari’ah).

Bab empat merupakan penutup. Dalam bab terakhir tersebut penulis
merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini mengajukan beberapa

saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.
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BAB DUA
LANDASAN TEORI

2.1, ‘Urf
2.1.1. Pengertian ‘urf

Menurut bahasa, ‘urf berarti sesuatu yang dikenal.! Maka, al-‘urf adalah
apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan
atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.’ Secara etimologi berarti
“sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara

terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti:?

Jmb ol Jb e 5 L 3 ade jle g eslisl 5 mestl aill s

Artinya: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi
kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan
atau perkataan.

‘Urf diartikan:

el A Ll B sy Jodall L) axiliy Joiall S3lgis ade esid) o jizul L 2

4@5J.>-T Sy r.@.éj\ L;‘

*Suwarjin, Ushul Figh (Y ogyakarta: Teras, 2012), him. 148.

2Abdul Wahab Khalaf, llmu Ushul Fikih Cet. | (terj. Faiz el Muttagin)(Jakarta: Pustaka
Amani, 2003), him. 117.

*Satria Effendi, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2005), him. 153.

*Agung Setiyawan, Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama, Esensia, Vol. XIII, No. 2,
Juli 2012, him. 214.

13
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Artinya: “urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu
ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah segjalan dengan logika

dan dapat ditema oleh watak kemanusiaan.

Lo Wadodl SN 0oVl o agursdl (3 S g @BVl (3 gis 35 5l W) osliel Lo
® el ik

Artinya: sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia atau pada sebagian
mereka daam ha muamalat (hubungan kepentingan) dan telah
melihat/tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus-
menerus yang diterimaoleh akal yang sehat.

Maka dari berbagal pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ‘urf
merupakan suatu perbuatan bailk yang telah dikenal dan dipraktekkan oleh
masyarakat bisa perbuatan ataupun perkataan secara terus menerus dan diterima
oleh akal sehat.

2.1.2. Pembagian ‘Urf

Daam kajian usul figh, seperti dibahas oleh para usuliyyun, adat sebagai
sasaran kagjian, dipilah menjadi tiga, pertama, adat dilihat dari sis bentuk
materialnya. Kedua, adat dilihat dari segi cakupannya. Dan ketiga, adat dilihat
dari segi keabsahannya sebagal dalil untuk dijadikan sebaga salah satu sumber

hukum Islam.

°A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Figh 1 & 2 (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010),
him. 162.
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1. Dari segi materil

Dilihat dari aspek ini, adat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adat dalam

bentuk ungkapan (qauli) atau lafaz dan adat dalam bentuk praktik (*amali).

a Adat pertama (qauli) merupakan kebiasaan masyarakat dalam
menggunakan ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu
sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat. Seperti
kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz “walad” untuk anak
laki-laki. Padahal, menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki
dan perempuan.®

b. Kedua dalam bentuk praktik (‘amali), adalah kebiasaan masyarakat
yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan.
Seperti kebiasaan masyarakat melakukakan jual beli dengan tanpa akad
(ba’i al-tha’athi), kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu
dan jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewa-menyewa prabot
rumah, kebiasaan masyarakat memberi kado pada acara ulang tahun dan
lain-lain.” Yang dimaksudkan dengan perbuatan biasa di sini adalah
perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak
terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat
tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu,
atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam cara
tertentu. Adapun adat yang berkaitan dengan mu‘amalah perdata adalah

kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi lainnya

®Suwarjin, Ushul Figh..., him. 149.
Ibid.
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dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual-
beli yang kemudian barang-barang yang dibeli diantarkan ke rumah
pembeli oleh penjualnya bila barangnyaitu berat dan besar. Contoh lain
adal ah kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil
barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti di
pasar swalayan.®
2. Dari segi cakupan
a. Terbagi dua, yang pertama, al-‘urf al-‘am (adat kebiasaan umum), yaitu
adat kebiasaan dari mayoritas suatu negeri di satu masa. Contohnya,
adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negri dalam ungkapan:
“engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk
menjatuhkan talak istrinya itu.® contoh lainnya seperti membayar bis
kota dengan tidak mengadakan ijab gabul .*°
b. Kedua, al-‘urf al-khas (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang
berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan
masyarakat irak dalam menggunakan kata al-dabbah hanya kepada
kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual
sebagai bukti yang sah dalam utang piutang.** Di indonesia misalnya

adat gono gini yang ada di jawa.*?

8 mron Rosyadi, Kedudukan Al-‘adah Wa Al-‘urf dalam Bangunan Hukum Islam. Suhuf,
Vol. XVII, No. 01, Me 2005, him. 4.

°Ibid.

1A, Dzajuli, Ilmu Figh (Jakarta: Kencana, 2005), him. 90.

" mron Rosyadi, Kedudukan Al-‘adah Wa Al-‘urf dalam Bangunan Hukum Islam..., him.

2A. Dzgjuli, llmu Figh..., him. 90.
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3. Dari keabsahannya
a. Terbagi dua juga pertama, adat kebiasaan yang benar (sahih), yaitu
suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak
sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Dengan
katalain ‘urf yang tidak bertentangan dengan syari’at.* Misalnya, adat
kebiasaan adat suatu masyarakat di mana istri belum boleh di bawa
pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara
penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika
meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.**
b. Kedua, adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu yang
menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan
Allah. Dan ini merupaka ‘urf yang batal karena bertentangan dengan
syari’at.”® Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-
upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-
tarian wanita berpakaian seksi pada acara yang dihadiri peserta laki-
|aki.*®
2.1.3. Dasar hukum “Urf
Dalam penetapan hukum Islam, syariat Islam mengakui ‘urf sebagai
sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa kebiasaan telah memainkan
peranan penting dalam mengatur hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota

masyarakat. Selain itu adat kebiasaan mempunyai kedudukan sebagai hukum yang

Bibid.

Ysatria Effendi, Ushul Figh..., him. 154.
A, Dzgjuli, llmu Figh..., him. 90.
1esatria Effendi, Ushul Figh...,him. 155.
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tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum
mereka.

Perlu diketahui bersama bahwa teori ‘urf atau adat ini diambil dari adanya
realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu
dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedang setiap
individu dalam bermasyarakat dalam melakukan sesuatu itu karena sesuatu
tersebut dianggap bernilai, sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola
hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang
sudah dihayati bersama.

Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan perbuatan
yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah
mengalami pergeseran nilai, dan nilai-nilai seperti inilah yang dikenal degan
sebutan adat-istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Oleh karena itulah
kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan
hasilnya. Dari faktor itulah, Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada di
dalamnya, menganggap adat-istiadat atau ‘urf sebagai patner dan elemen yang
harus diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga bisa dijadikan sebagai
salah satu alat penunjang hukum-hukum syara’, bukan sebagai landasan hukum
yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi
ia hanya sebagai suatu ornament untuk melegitimasi hukum-hukum syara’ sesuai
dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan nas-nas syara’.

Menurut para ulama usul figh bahwa ’urf yang tidak bertentangan dengan

syara’ dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Karena, menurut
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mereka bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur’an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat
yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Bagi
kalangan ulama bahwa ‘urf atau adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum sesuai

dengan kaidah “adat itu dapat dijadikan dasar hukum.*’

Syari’at Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan
memudahkan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu
yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka karena sama artinya dengan
menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan. Sebagaimana firman Allah

Swt dalam surat al-hajj ayat 78:

YA o ) G oS o Loy

Artinya: dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu

kesempitan...(QS. Al-Hajj: 78)

Karena pada dasarnya, syari’at Isslam dari masa awal banyak menampung
dan mengakui adat atau transaksi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu
tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Kedatangan islam bukan
menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi

secara selektif adatradisi yang diakui atau dilakukan adapula yang dihapuskan.*®

Y Jaya Miharja, Kaidah-Kaidah Al-‘Urf dalam Bidang Muamalah, El-Hikam, Vol. IV, No.
1, Januari-Juni 2011, him. 113.

B\Musa Aripin, Eksistensi ‘Urf dalam Kompilasi Hukum Islam, Al-Magasid, VVal. 11, No.
1, 2016, him. 212.
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Adapun aasan para ulama yang memakai ‘urf dalam menentukan hukum
antaralain:

1. Banyak, hukum syari’at yang ternyata sebelumnya telah merupakan
kebiasaan orang arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan
keluarga dalam pembagian waris.

2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk ucapan maupun perbuatan ,
ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.™®

Para ulama membenarkan penggunaan ‘urf hanya dalam hal-hal
mu’amalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syara’.

Ada juga sebagian ulama yang memperkuat kehujjahan ‘urf dengan

dalil Al-quran dan Hadist. Mereka mengemukakan ayat 199 surat al-A’raf sebagai

dalilnya

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang
ma’ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Diantara hadist yang dijadikan dalil kehujjahan ‘urf adalah Hadist yang

diriwayatkan jama’ah selain Tirmizi yang menceritakan kisah pengaduan Hindun

perihal sifat bakhi suaminya, Abu Sufyan, dalam pemberian nafkah. Beliau

bersabda:

®A. Basiq Djdlil, llmu Ushul Figh 1 & 2..., him. 162.
*%Ibid., him. 152.
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Artinya: Ambillah (dari harta suamimu) kadar yang cukup untukmu dan anakmu
menurut ukuran yang ma’ruf.

‘Urf merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh madzhab Hanafy

dan Maliky, yang berada di luar lingkup nas. Dan ini tergolong salah satu sumber

hukum (asl) dari usul figh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW

2L e o) e g L Ogledl o)y L

Artinya apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun
digolongkan sebagai perkara yang baik.
Maka para ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyah merumuskan
kaidah hukum yang berkaitan dengan “urf, antaralain berbunyi:*
2 1,82 5\l
Artinya: adat istiadat itu dapat dijadikan hukum.
S b Sl el

Artinya yang berlaku berdasarkan “urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara’.

Artinya: yang belaku berdasarkan “urf, seperti berlaku berdasarkan nas.

20 b Bl 3 Y g b lailo ¥ o llks pradl 4 sy b IS

*'Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh (Jakarta: PT Pustaka Firdaus dengan Penghimpun
Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1994), him. 416-417.

#Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh (Jakarta: Amzah, 2011), him. 213.

Zsuwarjin, Ushul Figh..., him. 151.

**Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh..., him. 213.
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Artinya: semua ketentuan syara’ yang bersifat muthlak, dan tidak ada pembatasan
di dalamnya, bahkan jugatidak ada pembatasan dari segi kebahasaannya,
maka pemberlakuannya dirujukan kepada ‘urf.

Oleh karena ‘urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan
tergantung oleh dalil asli hukum syara’, maka ada sejumlah persyaratan yang
harus dipenuhi bagi penggunaan “urf tersebut, yaitu:

1. “Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada
‘urf tersebut ditetapkan. Jika ‘urf telah berubah, maka hukum tidak dapat
dibangun atas dasar ‘urf tersebut.

2. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan urf oleh pihak-pihak
yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat kontrak, dan di
dalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak mengguakan ‘urf tetapi
menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka ‘urf dalam hal ini tidak
mengikat pihak-pihak tersebut.®

3. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur’an atau
Sunnah.

4. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas syari’ah termasuk
jugatidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.

5. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan
beberapa orang sgja.®°

‘Urf sebagi dalil dalam penetapan hukum syara’ dapat berubah karena

adanya perubahan waktu dan tempat. Sebab, di samping banyak masal ah-masalah

%guwarjin, Ushul Figh.., him. 154.
%A, Dzajuli, llmu Figh..., him. 89.
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yang tidak ditampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan
maslahah mursalah dapat ditampung oleh adat istiadat ini, karena ada kaidah
yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid
berdasarkan ‘urf, akan berubah bilamana ‘urf itu berubah. Inilah yang dimaksud
oleh para ulama, antara lain lbnu a-Qayyim al-Jauziyah (w.751 H).>" Sebagai
konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga harus berubah mengikuti perubahan

‘urf tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:

2 izl Lol g Jlss Vg aVl ks erzy oS

Artinya. ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu,

tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk
mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan
untuk semua waktu dan tempat (al-lslam salih likulli zaman wal makan).
Menentang kaidah ini sama sgja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman,
kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat
(padahal itu bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syari’at Islam).

Dengan demikian, sudah jelas bahwa ‘urf memiliki peran penting dalam
pengembangan hukum Islam demi tercapainya masyarakat yang berprilaku sesuai

dengan aturan dan prinsip syari’at agama Islam.

#'satria Effendi, Ushul Figh..., him. 157-158.
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh..., him. 215.
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2.2. Sad Al zari’ah
2.2.1. Pengertian sad al zari’ah

Saddu( ) artinya, menutup, menghalangi. zara’i ( ) artinya, bahaya-
bahaya®® Kata zari‘ah berasal dari kata zara‘a yang berarti al-imtidad
(berkelanjutan) dan al-harakah (bergerak). Dari kata zara‘a juga terdapat kata al-
zira’ yang berarti jarak antara siku-siku tangan sampai ke ujung anak jari tengah
(hasta).®

‘Dari segi etimologi, zari’ah berarti wasilah (perantara). Sedang zari’ah
menurut istilah ahli hukum islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah
perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.®

Secara terminologi Imam al-Qarafi mengemukakan, sad al-zari’ah
memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan
tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun
jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan
(mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan
yang senada, menurut asy-Syaukani, al zari’ah adalah masalah atau perkara yang
pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang
dilarang (al-mahzhur).

Imam Asy-Syatibi juga mendefinisikan Sad al zari‘ah yaitu:

2. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Figh 1 & 2..., him. 165.

®Mahbub Ghozali, Relevansi Sad Al-zari’ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam .Jurnal
Qolamuna, Voal. I, No. 2, duli 2015, him. 3.

#Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh..., him. 438.

2Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), him. 399.
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B it ) ilias s Lo

Artinya Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung ke-maslahat-an

menuju kepada suatu ke-mafsadat-an.
ol (S sl

Artinya  Hukumnya wasilah (jalan/cara yang menuju kepada tujuan) sama
dengan hukumnya tujuan.

Daam ha ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada zari’ah selau
mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi
sasarannya, jelasnya: perbuatan yang mengarah kepada mubah adalah mubah,
perbuatan yang membawa ke arah haram adalah haram, dan perbuatan yang
menjadi perantara atas terlaksannya perbuatan wajib adalah wajib. Misanhya zina
adalah haram. Maka, melihat aurat wanita yang menyebabkan seseorang
melakukan perbuatan zina adalah haram juga. Shalat jum’at adalah fardhu (wajib).
Maka, meninggalkan jua beli guna memenuhi kewgjiban menjalankan ibadah
shalat jum’at adalah wajib, karena ini merupakan zari’ah. Menunaikan ibadah haji
adalah fardhu (wajib). Maka, pergi menuju ke baitullah untuk menunaikan ibadah

haji adalah wajib juga tatkala memang mampu melakukannya

*Nasrun Haroen, Ushul Figh 1 (Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996), him.
161.
*A. Dzgjuli, llmu Figh..., him. 96.
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Atas dasar ini maka hukum dibagi dua yaitu:
1. Tujuan/magasid yaitu maqgasid al-syari’ah berupa ke-maslahat-an dan
2. Wasail/cara yaitu jalan menuju kepada tercapainnya tujuan.®

Sedangkan sad zari’ah yang dimaksudkan dalam ilmu usul figh adalah:

3 psbmeadl fab U8 Losn g iUV Laalls &) aleud)

Artinya satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa
menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).

Sebagai contoh misalnya, masalah berteman atau bersahabat dengan
orang-orang yang jahat. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, orang-
orang jahat tersebut akan menjadi orang baik karena bersahabat dengan kita, tetapi
kedua sebaliknya mungkin pula terjadi bahwa kita akan menjadi orang jahat.
Sedang bersahabat adalah mubah hukumnya.

Maka dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sad al
zari’ah merupakan cara untuk mengindari ke-mafsadat-an. Walaupun, pada
dasarnya perbuatan itu diperbolehkan, akan tetapi akibat dari perbuatan itu adalah
mafsadah maka perbuatan itupun menjadi terlarang.

2.2.2. Pembagian sad al zari’ah
Perbuatan bila dilihat dari segi akibatnyaterjadi menjadi empat macam, yaitu:
1. Perbuatan yang secara gat’i (pasti) mendatangkan mafsadah/kerusakan, seperti
menggali sumur di belakang pintu rumah di jalan yang gelap di mana di

sekitarnya ada orang yang masuk ke rumah itu dipastikan akan terjatuh ke

*|pid., him. 99.
**A. Basiq Djalil, llmu Ushul Figh 1 & 2..., him. 166.
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dalam sumur tersebut.®” Untuk perbuatan bagian pertama ini perlu dilihat
terlebih dahulu hal berikut. Jika perbuatan itu termasuk yang tidak diizini/tidak
diperbolehkan, seperti menggali menggali sumur di jalan umum, maka hal itu
terlarang berdasarkan ijma’ ulama ahli figh (fugaha). Dan, jika hukum asal
perbuatan itu adalah ma’zun fihi (diperbolehkan) seperti orang menggali
saluran air dirumahnya yang bisa membuat roboh pagar tetangganya, maka
harus ditinjau dua variabel di bawah ini

a. Hukum asal berupa izin, yakni perbuatan itu pada dasarnya boleh
dikerjakan, di mana yang dipertimbangkan adalah kemanfaatan
subyektif bagi orang yang mendapatkan izin.

b. mudarat sebagaimana tersebut di atas, yang menyangkut kepentingan
orang lain. Dalam hal ini segi ke-mudarat-annya didahulukan atas segi
kemanfaatan. Sebab ada kaedah “menghindarkan ke-mudarat-an harus
didahulukan atas menarik kemanfaatan”. Seandainya s pelaku
bersikeras mengerjakan perbuatan itu, lalu terjadilah ke-mudarat-an
yang dikhawatirkan, maka ia harus bertanggung jawab terhadap akibat
dari perbuatannya. Ini pendapat sebagian para fugaha. Sedangkan
fugaha yang lain melihat kepada hukum asal berupa izin, sehingga
karenanya ia tidak wajib bertanggung jawab/menanggung ganti rugi.
Sebab tidak mungkin dua hal berkumpul izin dan ganti rugi.*®

2. Perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya ke-mafsadat-an tergolong ke

dalam katagori persangkaan yang kuat (ghalabat ad-dan), tidak sampai pada

3’Gibtiah dan Y usida Fitriati, Perubahan Sosial dan Pembahruan Hukum Islam, NURANI,
Vol. XV, No. 2, Desember 2015, him 104.
#Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh..., him. 442.
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katagori keyakinan yang pasti (‘Imul yaqin) tidak pula terhitung nadir
(jarang).*® Dalam hal ini persangkaan kuat disamakan dengan keyakinan yang
pasti. Sebab sad zari’ah (menutup perantara) mengharuskan berhati-hati
semaksimal mungkin untuk menghindarkan dari ke-mafsadat-an. Sebagai
contoh seperti menjua senjata pada masa mewabahnya fitnah, dan menjual
buah anggur kepada pembuat arak. Penjualan semacam itu adalah haram.*

3. Perbuatan yang kemungkinan kecil (jarang) akan mendatangkan mafsadat.**
seperti menjual makanan yang pada umumnya tidak membahayakan atau
menanam anggur, meskipun pada akhirnya buah anggur tersebut mungkin akan
diproses orang lain untuk dijadikan arak.*

4. Perbuatan yang dilakukan itu mengandung ke-madlahat-an,tetapi
memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada mafsadat. Misalnya
seseorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum dan yang sgenisnya di pasar
tradisional secara bebas pada malam hari.*?

Untuk jenis yang pertama dan kedua di atas, para ulama sepakat
melarangnya sehingga perbuatan tersebut (zari’ah) perlu dicegah/ditutup (sadd).

Untuk jenis yang ketiga para ulama tidak melarangnya, sedangkan jenis yang

keempat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

*¥Gibtiah dan Yusida Fitriati, Perubahan Sosia dan Pembahruan Hukum Islam..., him.
104.

““Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh..., him. 443.

“Gibtiah dan Yusida Fitriati, Perubahan Sosia dan Pembahruan Hukum Islam..., him .
105.

“Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh..., him. 443.

“Gibtiah dan Yusida Fitriati, Perubahan Sosia dan Pembahruan Hukum Islam..., him .
105.
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Sedangkan jika dilihat dari segi bentuknya, sesuatu yang menyebabkan
jatuh atau terbawa kepada yang terlarang, dapat dibagi tiga:

1. Seuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa kepada yang terlarang.

2. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang.

3. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama
kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan pada yang tidak
terlarang.**

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwasanya acuan utama terkait dengan

‘illat hukum dari metode ini adalah munculnya aspek kerusakan mafsadah dari

setigp contoh, karena memang inilah yang menjadi ciri khas dari metode ijtihad

sad al-zari’ah tersebut,dan menghindari mafsadah merupakan bagian dari
magasid al-syari’ah itu sendiri.

2.2.3. Dasar hukum sad al zari’ah

Al-Qur’an dan al-Sunnah adalah sumber hukum utama dalam berbagai
permasalahan yang ada, namun berbarengan dengan perkembangan ruang dan
waktu muncul peristiwa dengan beraneka ragam permasalahannya, sementara itu
masa turunnya wahyu dari Allah swt telah berakhir ditandai dengan wafatnya

Rasulullah saw. Berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat setelah

berakhirnya masa kenabian (ba'da bi'tsah) akan menimbulkan persoalan

tersendiri bagi para ahli hukum Islam, apabila tidak ditemukan jawaban hukum
dari al-Quran maupun al-Sunnah secara tekstual. Dalam menghadapi berbagai

masalah baru inilah para ahli hukum Islam dituntut untuk selalu berkreasi secara

“A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Figh 1 & 2..., him. 166.
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inovatif melalui berbagai metode penafsiran atau penggalian hukum terhadap
ayat-ayat a-Quran maupun a-sunnah. Berkreasi secara inovatif untuk mencari
jawaban hukum ini dalam kajian hukum Islam dikenal dengan istinbath ahkam.
Sad al-zari ah merupakan salah satu dari sekian banyak metode penafsiran atau
penggalian hukum dalam kajian hukum Islam.

Sad al-zari’ah sebagai salah satu metode dalam penafsiran atau penggalian
hukum Islam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep maslahat
dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala
sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi
dilarang (haram) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada
indikasl yang mengarah kepada mafsadat baik dari segi jenis maupun kualitasnya.

Tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk memelihara ke-maslahat-
an manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di
akhirat. Tujuan tersebut harus dipahami secara menyeluruh oleh orang yang akan
menggali atau menafsirkan hukum (mujtahid) dalam rangka mengembangkan
pemikiran hukum Islam dan menjawab persoaan-persoalan hukum kontemporer
yang kasusnya belum ditemukan secara eksplisit di dalam nas a-Qur’an. Lebih
dari itu, tujuan hukum harus diutamakan dalam rangka untuk mengetahui apakah
suatu hukum yang telah ada masih dapat diterapkan terhadap permasalahan yang
muncul belakangan karena adanya perubahan struktur sosial masyarakat. Oleh

karenanya pengetahuan tentang magasid al-syari’ah atau tujuan utama hukum
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Islam memegang peranan penting dalam upaya pembentukan hukum Islam yang
sesuai dengan nilai-nilai universal a-Quran.*

Peninjauan terhadap akibat suatu perbuatan bukan memperhitungkan
kepada niat s pelaku akan tetapi yang diperhitungkan adalah akibat dan buah
perbuatannya. Jadi suatu perbuatan dipuji atau dicela tergantung pada akibatnya.
Ini dapat dimengerti mengapa Allah SWT melarang mencaci maki berhala,
padalah hal itu merupakan sikap penolakan terhadap sesuatu yang batil. Allah

SWT berfirman:

) AP e gk ke B Hgred D) O3 e Ogedy pdll gt Y

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah
selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan malampaui

batas tanpa pengetahuan.(QS. Al-An’am : 108)
Pengambilan dalil zari’ah beserta ketentuan hukumnya ditetapkan
berdasarkan a-Qur’an, yaitu nas yang telah dituturkan di atas yang melarang

menista berhaa, karena ada firman Allah SWT:
£ vt ol olds Sy Tanly Ul 15d3 Ll Igdsis Y lpnels ol Laafl
Artinya. hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada

Muhammad): ‘Raa’ina’, tetapi katakanlah: ‘unzurna’, dan dengarlah.

(QS. Al-bagarah : 104)

%5 Muchamad Toif Chasani, Sadd zari’ah, Jurnal Sudi Islam Madinah, Vol. X, No. 2,
Desember 2013, him. 150.
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Adanya larangan tersebut dikarenakan ucapan “ra’ina” oleh orang-
orang yahudi dimanfaatkan untuk mencaci Nabi. Oleh karena itu, kaum muslimin
dilarang mengucapkan kalimat itu untuk menhindarkan timbulnya zari’ah.

Alasan para ulama membolehkan dengan berdalil dengan dengan sad

zari’ah antaralain adalah hadist Nabi yang berbunyi:
Vthp Y U Ity b g
Artinya tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang
tidak meragukanmu. (HR. Al-Bukhari)
B Slgmin Lagi 5 o oA O g s DU O
Artinyac perkarayang haal itu sungguh sudah jelas dan perkara yang haram juga

sungguh sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat

(samar-samar). (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

ot JB il ol paly (ST g B Jgy U L3 g o)) aly 0 LSO ST e 0
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Artinya.  sesungguhnya di antara dosa yang paling besar adalah (dosa dari

perbuatan) seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Rasulullah

“®Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh..., him. 440.

“Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari (terj. M.
Faisal)(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), him. 18.

**Imam Al-Mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim (terj. Rohmad Arbi Nur Shoddiq, Arif
Mahmudi, Nila Nur Fajriah)(Jakarta: Ummul Qura, 2006), him 450.

**Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan At Tirmidz (terj. Fachurazi)(Jakarta:
Pustaka Azzam, 2006), him. 507.
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ditanya: bagaimanakah bisa, ya Rasulullah, seorang melaknat kedua
orangtuanya. Rasulullah menjawab: ia mencela bapak orang lain lau
orang lain itu mencela balik bapaknya, ia mencela ibu orang lain lalu
orang lain itu mencela balik ibunya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Ulama usul dalam menetapkan kedudukan dari sad al-zari’ah dalam
hukum Islam adalah dengan memandang dua sisi, yaitu:

a. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu jika tujuannya dilarang, maka
jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
Misalnya seseorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang ditalak
suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita ini boleh dikawini
kembali oleh suami pertamanya. Pada dasarnya menikah itu dianjurkan dalam
Islam, tetapi motivasinya tidak sgjaan dengan tujuan Islam, maka perbuatan ini
dilarang.™

b. Dari segi dampaknya (akibat) jika akibat suatu perbuatan menghasilkan
kemaslahatan seperti yang digjarkan syariat, maka wasilah hukumnya boleh
dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun
tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh.®* Misalnya seorang
muslim yang mencaci maki sebahan kaum musyrik. Niatnya mungkin untuk
menunjukkan kebenaran agidahnya yang menyembah Allah. Tetapi, akibat
caciannya ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi, yaitu munculnya
cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah. Oleh karena itu,

perbuatan seperti ini dilarang.

*Rachmat Syafe’i, IImu Ushul Figih (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him. 139.
**Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh..., him. 137.



Sad zari’ah merupakan dalil syara’ yang sebagian ulama menggunakannya
dan sebagian lainnya lagi tidak. Malik Ahmad bin Hambal menjadikan sad al
zari’ah sebagai dalil hukum syara’. Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i
terkadang menjadikan sad zari’ah sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain
menolaknya sebagai dalil. Sebagai contoh, Asy-Syafi’i membolehkan seseorang
yang karena uzur (seperti sakit dan musafir) meninggalkan shalat jum’at dan
menggantinya dengan shalat dzuhur, namun hendaknya ia mengerjakan shalat
dzuhur tersebut secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh orang
sengaja meninggalkan shalat jum’at. Demikian juga orang yang tidak berpuasa
karena uzur, agar tidak makan dihadapan orang yang tidak mengetahui uzurnya,
sehingga ia terhindar dari fitnah. Selanjutnya , ulama syi’ah juga menggunakan
sad zari’ah. Akan tetapi 1bnu Hazm azh zhahiri sama sekali menolak sad zari’ah
sebagai dalil syara’ (hujjah).>

Ulama Hanafiyah tidak menerima pengakuan tidak mengakui (ikrar) orang
yang dalam keadaan mardh al-maut (sakit atau keadaan yang membawa seseorang
kepada kematian), karena diduga bahwa pengakuannya ini akan berakibat
pembatalan terhadap hak orang lain dalam menerima warisan. Dalam kasus ini,
ulama Hanafiyah menduga bahwa pengakuan ini hanya akan membatalkan hak
ahli waris terhadap harta tersebut. Oleh sebab itu, pengakuan ini menurut mereka
tidak sah.>

Ulama Zahiriyyah tidak mengakui kehujjahan sad al-zari‘ah sebaga salah

satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. Hal tersebut sesuai dengan prinsip

*2Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh..., him. 239.
*Nasrun Haroen, Ushul Figh 1 (Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996), him.
169.
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mereka yang hanya menggunakan nas (al-qur’an dan asnsunnah) dan tidak
menerima campur tangan logika (ra’yu) dalam masalah hukum.>* Adapun Ibnu
Hazm yang sangat berpegang teguh kepada zair nas, dan menolak penggunaan
ijtihad dalam bentuk giyas dan perluasan hukum atas nas yang bersifat zanni. ia
berpendapat, menetapkan kehalalan dan keharaman suatu perbuatan tidak boleh
berdasarkan dalil zanni, sedangkan berpegang pada zari’ah termasuk ke dalam
kelompok menetapkan hukum dengan sesuatu yang zanni.>® Dalam hal ini  1bnu

Hazm berpegang teguh pada surah an ngjm ayat 28:
Ll G pr o Y B O

Artinya: dan sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap
kebenaran (QS. An Ngm: 28)
Imam Ibnu Tamiyah mengemukakan beberapa adasan daam
menggunakan sad al-zari’ah sebagai dalil, yaitu: >

1. Hadist Rasulullah antara lain hadist riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang
melarang seorang memaki orang tuanya sendiri dengan cara memaki orang tua
temannya.

2. Nabi melarang laki-laki meminang perempuan yang berada dalam masa iddah,
karena dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang, yaitu
mel aksanakan agad nikah pada masa iddah.

3. Nabi melarang jual beli dan salam sekaligus dalam satu agad, karena

dikhawatirkan akan terjadi agad ribawi.

*bid., him. 137.
*Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh..., him. 241.
*®suwarjin, Ushul Figh..., him. 170-171.
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4. Nabi dan para sahabatnya melarang seorang yang berpiutang menerima hadiah
dari orang yang berhutang, supaya hal ini tidak dijadikan alasan orang tersebut
menunda pembayaran hutangnya karena sudah memberi hadiah, yang dengan
itu orang akan terjatuh dalam praktek ribawi.

5. Allah melarang rasulnya mengeraskan bacaan Al-qur’an ketika masih tinggal
di Mekkah, untuk menghindari caci maki orang-orang kafir Quraisy terhadap
Al-qur’an, malaikat yang menurunkan dan nabi yang menyampaikannya.

Terlepas dari kategori mana sad al-zari‘ah yang dilarang, metode sad al
zari‘ah berhubungan langsung dengan memelihara ke-maslahat-an dan
menghindari mafsadat. Memelihara maslahat termasuk tujuan yang disyariatkan

dalam hukum Islam.®’

*M Hashi As-Siddieqy, HukumrHukum Figh Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991),
him. 144-145.
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BAB TIGA
PRAKTEK JUAL BELI KOPI DI KECAMATAN SILIH NARA
KABUPATEN ACEH TENGAH

3.1. Gambaran umum Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh tengah

Secara astronomis Kabupaten Aceh Tengah terletak antara 4° 10” 33" — 5°
57’ 50” Lintang Utara dan di antara 95° 15° 40” — 97° 20’ 25” Bujur Timur.
Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Aceh Tengah memiliki batas-batas,
Utara Kabupaten Bener Meriah, Selatan Kabupaten Gayo Lues, Barat Kabupaten

Nagan Raya, Timur Kabupaten Aceh Timur. Dan memiliki 14 Kecamatan yaitu:*

Kecamatan Linge
Kecamatan Atu Lintang
Kecamatan Jagong Jeget
K ecamatan Bintang
Kecamatan Lut Tawar

K ecamatan K ebayakan
K ecamatan Pegasing
Kecamatan Bies
Kecamatan Bebesen

10. Kecamatan Kute Panang
11. Kecamatan Silih Nara
12. Kecamatan Ketol

13. Kecamatan Celala

14. Kecamatan Rusip Antara

©CoOoNOOA~WONE

Kecamatan Silih Nara yang merupakan salah satu Kecamatan di
Kabupaten Aceh Tengah memiliki 1ahan kebun kopi Iebih [uas dari kebun lainnya.
Tercatat pada tahun 2016 luas lahan kebun kopi arabika 4.118 hektar, kopi robusta

8 hektar, kakao 5 hektar, pinang 4,05 hektar, dan kasia pera 4 hektar?. Sehingga

'BPS K abupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka 2016, him. 24.
“Wawancara dengan Pak Abdurrahman Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan
Silih Nara pada tanggal 27 November 2017.
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dari data tersebut jelas bahwa di Kecamatan Silih Nara jumlah petani kopi Iebih

dominan dibanding dengan petani lainnya.

K ecamatan Silih Nara mempunyai 33 Kampung yaitu sebagai berikut:®

Sanehen

Wih Sagi Indah
Wih Bakong

Wih Pesam

Wih Porak

Bius Utama

Burni Bius
Rebegedung

Burni Bius Baru
10. Remesen

11. PayaBeke

12. Rutih

13. Pepayungen Angkup
14. Arul Gele

15. PayaPelu

16. Mekar Indah

17. Wih Bersih

18. Simpang Kemili
19. Arul Putih

20. Arul Kumer

21. Arul Kumer Barat
22. Arul Kumer Timur
23. Arul Kumer Selatan
24. Gunung Singit

25. Wihni Durin

26. Rerema

27. Tenebuk Kampung Baru
28. Arul Relem

29. Semelit Mutiara
30. Genting gerbang
31. Mulie Jadi

32. Terang Engon

33. Jerata

CoNoU~WNE

*Wawancara dengan 1bu Nurhayati, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Silih Nara pada
tanggal 23 November 2017.



Dan untuk mengetahui

jumlah penduduk dari

masyarakat Kecamatan Silih Narabisadilihat dari data berikut ini:*
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sumber pekerjaan

. Industri Listrik, gas
Nama kampung Pertanian pertambangan pengol ahan dan air
Rutih 542 - - -
Genting Gerbang 1.011 - 73 -
Pepayungen 1.762 ; 28 10
Angkup
Remesen 500 - 6 14
Burni Bius 720 - 20 -
Wihni Bakong 737 - 10 11
Wih Porak 322 - 5 -
Arul Gele 822 - 7 -
Gunung Singit 445 - 22 -
Semelit Mutiara 861 - - -
Arul Kumer 632 - 6 10
Wihni Durin 780 - - -
Paya Beke 656 - 5 -
Jerata 565 - - -
Terang Engon 98 - - -
Simpang Kemili 634 - - 8
Burni Bius Baru 374 - 8 -
Rebegedung 229 - - -
Sanehen 511 - 6 18
Wih Pesam 693 - - -
Paya Pelu 231 - - -
Arul Putih 591 - - -
Arul Relem 710 - - -
Tenebuk Kp. Baru 680 - - -
Reremal 361 - - -
Mulie Jadi 378 6 304 -
Bius Utama 334 - - -
Wih Sagi Indah 378 - - 10
Mekar Indah 384 - - -
Wih Bersih 222 - - -
Arul Kumer 617 - - -
Arul Kumer Barat 585 - - -
Arul Kumer
Selatan 704 ) ) -
Jumlah / Total 19.069 6 500 81

*BPS Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Silih Nara Dalam Angka 2017, him. 24.
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3.2. Praktek Jual Beli kopi di Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah

Masyarakat Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah mempunyai
kebiasaan tersendiri dalam memperjual belikan kopinya yaitu hanya
mengandalkan kepercayaan. Ketika penjual dan pembeli bertransaksi secara
hutang, mereka tidak membuat bukti transaks baik berupa kuitansi ataupun surat
perjanjian dan hanya menulisnya di atas kertas rokok ataupun kertas biasa yang
tidak mempunyai eksistensi sebagai aat bukti pertanggung jawaban.

Transaks jual beli kopi secara hutang ini sudah waar dan merupakan
kebiasaan masyarakat. Hal ini terjadi karena transaksinya bisa di kebun, di jalan
atau saat mendadak bertemu, penjual memberikan barang dagangannya secara
langsung dan pembeli membayarnya secara hutang. Penjual dan pembeli meyakini
adanya ke-maslahat-an dalam transaksi ini karena mereka tidak merepotkan diri
untuk mencari kuitans serta menulisnya bahkan membawanya kemana-mana
untuk transaksi yang mendadak.®

Transaks jua beli kopi yang hanya mengandalkan kepercayaan ini juga
terjadi karena penjualannya biasanya kepada kerabat-kerabat terdekat. Sehingga
para pedagang beranggapan tidak perlu membuat kuitansi ataupun surat perjanjian
untuk memperkuatnya, karena nilai saling percaya sudah sangat melekat pada diri
setiap para pedagang. Padahal, jumlah kopi yang diperdagangkan puluhan sampai

ratusan juta rupiah.

*Wawancara dengan Pak Saipul Toke kopi Kampung Genting Gerbang pada tanggal 25
November 2017.
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Secara teori agad jual beli dan ‘urf, praktek jua beli kopi yang ada di
Kecamatan Silih Nara bisa diterima. Karena dalam prakteknya telah memenunhi
rukun dan syarat jual beli seperti jual beli pada umumnya, dan adat kebiasaannya
dianggap masyarakat memiliki kemasl ahatan.

Walaupun dalam praktek ada yang berhasil. Namun, praktek jual beli kopi
yang hanya mengandalkan kepercayaan ini sering menimbulkan mafsadat
diantaranya yaitu:

1. Tidaknya adanya kepastian tempo pembayaran hutang. sehingga pihak pembeli
akan melalaikan hutangnya bahkan sampai-sampa berniat untuk tidak
membayar.

2. Menimbulkan perselisihan antara para pedagang

3. Daam prakteknya pihak penjual sering merasatertipu atau benar-benar tertipu.

4. Tidak adanya bukti yang sah jika terjadi perselisihan. berupa antisipasi
terhadap apa yang akan terjadi jikalau pembeli tidak sanggup membayar
hutangnya. Sebab dimata hukum setiap transaksi harus mempunyai bukti yang
sah sebagai pertanggung jawaban.

5. Adanyapihak yang terzalimi yaitu penjual.

Sebagaimana hasil wawancara beserta contoh yang peneliti dapatkan dari
beberapa toke-toke kopi berikut ini:

1. Pak Adi Ariga

Beliau mengutarakan bahwa Toke-Toke kopi yang ada di perkampungan
khususnya Kecamatan Silih Nara ketika bertransaksi baik menjual dan membeli

kopi hanya mengandalakan kepercayaan semata tanpa membuat kuitans atau
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surat perjanjian. Dan menulisnya di kertas-kertas biasa sebaga dokumen pribadi.
Beliau mengungkapkan kebanyakan Toke kopi sepele dengan masalah kuitans
tersebut.

Sebagai contoh, beliau pernah mengalami kerugian dari praktek jual beli
kopi tradisiona ini. Pada bulan Maret tahun 2016 beliau menjual kopi gabah
kepada pak Eman yang merupakan seorang Toke kopi Kampung Genting
Gerbang. ketika bertransaks beliau menjual kopinya berjumlah 500 kg dengan
kesepakatan harga Rp35.000,00 perkilogramnya maka jumlah keseluruhannya
adalah Rpl17.500.000,00. Ketika bertransakss Pak Adi Ariga langsung
menyerahkan kopi gabahnya yang berjumlah 500 kg tersebut dan pak Eman
menerimanya. Namun, pak Eman tidak membayarnya secara kontan melainkan
menyerahkan uang Rp5.000.000,00 sebagai uang muka. Para pihakpun sepakat
dengan transaksinya dan menulis bukti transaksi di atas kertas rokok sebagai
pegangan masing-masing pihak. Pak Emanpun berjanji akan melunasi hutangnya
paling telat selama tiga bulan kedepannya. Dan ketika sudah sampai tempo, Pak
Adi Ariga menagih piutangnya akan tetapi Pak Eman mengemukakan berbagai
alasan sampai akhirnya waktu perjanjian di undurkan. Pada bulan Agustus 2016
Pak Eman membayarnya secara cicil sgjumlah Rp6.000.000,00. dan sisanya baru
terbayar lunas pada bulan Februari 2017 itupun setelah melalui proses dan

perselishan yang panjang. Dalam praktek ini Pak Adi Ariga merasa dirugikan
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karena terlalu lama menunggu tanpa kepastian waktu kapan piutangnya akan
dibayar.®
2. Pak Hamdas

Beliau juga mengatakan bahwa praktek jual beli kopi tanpa bukti transaksi
memang sudah menjadi kebiasaan padaha jumlah kopi yang mereka
perdagangkan puluhan sampal ratusan juta rupiah. Hal ini terjadi karena mereka
bertransaksi dengan kerabat-kerabat terdekat dan adatnya sejak dahulu memang
tanpa membuat bukti transaksi yang sah ataupun perjanjian yang tertulis untuk
membuat komitmen pasti kapan pelunasan pembayaran ketika berhutang dan apa
sangsinya ketika pembeli telat ataupun tidak sanggup untuk membayar.
Akibatnya, tidak jarang bahkan sering dari praktek ini timbul perselisihan antara
para Toke kopi.

Sebagaimana salah satu pengalaman beliau pada awal tahun 2017. Beliau
menjualkan kopi gelondongnya kepada Pak Samsul seorang Toke kopi Kampung
Arul Kumer yang merupakan kerabat dekat beliau. Jumlah kopinya adalah 23
kaleng (345 Kg) karena jumlah perkalengnya adalah 15 kg. Dengan kesepakatan
harga Rp100.000,00 perkalengnya. Maka, jumlah uang keseluruhannya adalah
Rp2.300.000,00. Ketika bertransaksi mereka hanya mengandalkan kepercayaan,
Pak Samsul berjanji akan membayarnya dua hari setelah transaksi. Namun, ketika
Pak Hamdas menagih piutangnya Pak Samsulpun terus beralasan sampai

hutangnyapun dilalaikan.

®*Wawancara dengan Pak Adi Ariga Toke kopi Kampung Simpang Kemili pada tanggal
25 November 2017.



Pak Hamdas mengungkapkan bahwa beliau terpaksa mengikhlaskan
piutangnya. Dengan dalih bahwa sudah terlalu sering menagih namun tidak ada
respon positif dari pihak yang berhutang. Apalagi pihak yang berhutang
merupakan kerabat beliau, Pak Hamdas tidak menginginkan perselishan yang
lebih berat karena tidak ingin memutuskan tali silaturrahmi.’

3. Pak Sulaiman

Beliau merupakan salah satu Toke kopi Kampung Arul Gele. Beliau juga
beranggapan bahwa jual beli kopi tanpa membuat kuitansi atau surat perjanjian
memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Namun, walaupun ada yang
berhasil, tidak jarang bahkan sering terjadi penipuan bahkan sampai terjadi
perselisihan antara para Toke kopi.

Sebagaimana pengalaman beliau pada tahun 2013. Beliau menjua kopi
ijonya kepada salah satu Toke Kampung Gunung Singit dengan jumlah 628 Kg.
Kesepakatan yang mereka buat adalah Rp63.000,00 perkilogramnya. Maka
jumlah keseluruhannya adalah Rp39.568.000,00. Transaksi ini berlangsung tanpa
membuat kuitans atau surat perjanjian melainkan para pihak hanya membuat
catatan pribadi di buku masing-masing milik pedagang. Pada saat itu pihak yang
berhutang memberi uang muka sebesar Rp15.000.000,00 dan akan melunasinya
setelah lima bulan dari transaksi. Namun setelah jatuh tempo beliau menagih
piutangnya pihak yang berhutangpun mengungkapkan berbaga alasan belum bisa

membayar. setelah menunggu 2 tahun dan melewati proses yang panjang akhirnya

"Wawancara dengan Pak Hamdas Toke kopi Kampung Gunung Singit pada tanggal 25
November 2017.
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Pak Sulaiman menjual secara paksa mobil milik pembeli yang berhutang

tersebut.®

3.3. Tinjauan Teori ‘Urf dan Sad Al zari’ah Terhadap Praktek Jual Béli
Kopi di Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah

Pembahasan mengenai jual beli merupakan sesuatu yang umum dan
sangat penting untuk dikaji, karena setigp manusia pasti merasa perlu akan
bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan yang kian hari semakin bertambah. Manusia diciptakan oleh Allah
sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu
berhubungan dengan manusia lain. Salah satunya yaitu dalam bentuk jual beli.

Dengan melakukan jual beli manusia akan mendapatkan sesuatu yang ia
inginkan atau yang dibutuhkan. Yang pada dasarnya jual beli diperbolehkan
dalam Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah
ayat 275.

Namun, aktivitas jual beli itu hendaknya tidak merugikan para pihak yang
melakukannya. Maka, Islan menentukan mekanisme jual beli yang adil, saling
rela, saling menguntungkan dan tidak merugikan para pihak yang melakukannya.
Pentingnya ketertiban hukum jual beli, supaya para pelaku jual beli tidak
melakukan tindakan mengambil harta orang lain secara batil atau tanpa hak.
Pelarangan jual beli yang demikian disebabkan karena jual beli itu dapat

menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Selain itu jua beli yang tidak jelas

%Wawancara dengan Pak Sulaiman Toke kopi Kampung Arul Gele pada tanggal 25
November 2017.
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ukuran dan bentuk objek barangnya rawan sengketa yang dapat menimbulkan
permusuhan dan dendam para pihak.

Dalam Islam praktek agad jual beli memiliki ketentuan-ketentuan seperti
rukun dan syarat dalam melakukan transaksinya sehingga sah untuk dilakukan.
Tidak terkecuali dengan praktek jual beli kopi yang terjadi di Kecamatan Silih
Nara Kabupaten Aceh Tengah. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan
hukum jual beli terdiri dari:

1. Adanya pihak penjual dan pembeli
2. Adanya uang dan benda
3. Adanyalafal®

Jual beli juga haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang
objeknya, dan tentang lafal .

1. Tentang subjeknya

a. Berakal, agar diatidak terkicuh, orang gila atau orang bodoh tidak sah

judl belinya™ vyang dimaksud dengan berakal adalah dapat
membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila
salah satu pihak tidak berakal makajual beli yang diadakan tidak sah.*?

b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa). Dimaksudkan dengan

kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jua beli salah
satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain.

Sebagaiman yang menjadi dasar jual beli pada QS. An-Nisa’:29).

Suhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), him. 140.

“Ibid..., him. 141.

"Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), him. 74.

YSuhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, Hukum Ekonomi Islam..., him. 141.
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c. Keduanya tidak mubazir, keadaan tidak mubazir.*® maksudnya pihak
yang mengikatkan diri dalam perjanjian jua beli bukanlah manusia
yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan
sebagi orang yang tidak cakap bertindak.

d. Baligh."* baligh atau dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah
berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid
(bagi anak perempuan).’® Namun bagi anak-anak yang sudah bisa
membedakan mana yang baik dan buruk, menurut sebagian ulama
diperbolehkan melakukan jual beli khususnya barang-barang kecil dan
tidak bernilai tinggi.

2. Tentang objeknya

a. Bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda
yang dikualifikasikan sebagai benda ngjis, atau digolongkan benda yang
diharamkan.'® Hal ini di dasarakan kepada ketentuan: dari Jabir Bin
Abdullah, berkata Rasullah saw:... “sesungguhnya Allah dan Rasulnya
telah mengharamkan menjua arak (minuman yang memabukkan, pen)
dan bangkai, begitu juga babi dan berhala...”.*’

b. Memberi manfaat menurut syara’, maka dilaramg jua beli benda-benda
yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’.'® seperti untuk

konsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain),

Plbid.

“Hendi Suhendi..., him. 74.

YSuhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, Hukum Ekonomi Islam..., him. 142.
*Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., him. 72.

YSuhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, Hukum Ekonomi Islam..., him. 143.
*Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., him. 72.
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dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bungaan, dan lain-lain),
dinikmati suaranya (radio, televise, dan lain-lain), serta dipergunakan
untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk
berburu.™®

c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal
lain , seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.”

d. Milik orang yang melakukan agad. Maksudnya, bahwa orang yang
melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah
barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang
tersebut, dan bila dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka
perjanjian jual beli tersebut batal . >

e. Mampu menyerahkan, ialah penjua (baik sebagai pemilik maupun
sebagal kuasa) dapat menyerahkan barang sebagai objek jua beli.
bahwa, penjual mampu menyerahkan barang dengan wujud yang nyata,
dan diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya). Yang
disandarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu
Mas’ud ra. Yang berbunyi : “janganlah kamu membeli ikan yang
berada di dalam air. Sesungguhnya yang demikian itu penipuan.”®

f. Mengetahui, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah

harganyatidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah.

YSuhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, Hukum Ekonomi Islam..., him. 144.
**Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., him. 72.
'syhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, Hukum Ekonomi Islam.., him. 145
22 b

Ibid.
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g. Barang yang diagadkan di tangan.?®

Mengenai syarat yang terkait dengan ijab dan gabul. Para ulama sepakat
menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak.
Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan gabul yang dilangsungkan.
Apabilaijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual dan beli, maka pemilikan
barang atau uang telah berpindah tangan dari pihak semula.®*

Setelah peneliti meninjau, praktek jual beli kopi secara tradisional yang
terjadi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah telah dianggap sah.
Karena dalam prakteknya telah memenuhi rukun dan syarat seperti yang telah
disebutkan di atas. Di mana dalam prakteknya terdapat penjual dan pembeli,
adanya uang dan benda beserta lafal sebagai rukun. Begitu juga syarat-syarat jual
beli baik syarat subjek jual beli, objek jual beli, dan lafal.

Praktek jual beli kopi yang ada di Kecamatan Silih Nara merupakan
kebiasaan yang terjadi secara turun-temurun dan sudah dianggap sebagai adat
istiadat oleh masyarakatnya. Karena transaksinya sudah terjadi sgak dahulu kala
sampai saat ini. Dan setigp masyarakat meyakini bahwa praktek jua beli ini
mendatangkan maslahat.

Dalam hukum Islam adat-istiadat ini dikena dengan istilah “urf. ‘urf itu
sendiri memiliki ciri-ciri dan ketentuan-ketentuan yang khusus untuk bisa
dijadikan sebagai sumber hukum.

Maka, adat-istiadat atau praktek jual beli kopi secara tradisiona yang ada

di Kecamatan Silih Nara Kabupaten aceh Tengah ini haruslah sesuai dengan

%Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., him. 72.
*Ibid.
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prinsip dasar agad jual beli dan prinsip adat-istiadat dalam hukum Islam, yang
dalam ilmu usul figh disebut dengan‘urf. Secara etimologis, ‘urf bermakna “hal
yang baik”. Secara terminologis, ‘urf adalah tradis mayoritas kaum baik dalam
bentuk perkataan rasional atau tindakan empiris.

Berikut ini merupakan penjelasan bentuk-bentuk ‘urf yang dikenal dalam
ilmu usul figh beserta relevansinya dengan praktek jual beli kopi secaratradisiona
yang ada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sehingga dapat
dijadikan landasan hukum:

1. Dari sudut pandang objeknya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. al-‘urf al-lafzi, tradis kaum dalam bentuk perkataan yang dipahami
masyarkat, seperti di arab menyebut walad hanya untuk anak laki-laki
sgja. Atau di indonesia menyebut bapak kepada orang yang lebih tinggi,
baik umurnya, jabatannya, atau ilmunya.®

b. al-‘urf al-‘amali, yakni tradis masyarakat yang berkaitan dengan
tindakan empiris atau praktik muamalah. Seperti cara berpakaian yang
sopan dalam menghadiri pengajian-pengajian

Jika ditinjau dari objeknya, prakik jual beli kopi secara tradisional yang
ada di Kabupaten Aceh Tengah khususnya di Kecamatan Silih Nara termasuk ke
dalam ‘urf ‘amali yang berkaitan dengan mu’amalah keperdataan. Karena
kebiasaan masyarakat tersebut merupakan kebiasaan praktek jual beli, yang
merupakan perbuatan yang secara terus menerus di lakukan, dan diyakini

masyarakat memiliki dampak maslahat.

*Dzgjuli, Ilmu Figh (Jakarta: Kencana, 2005), him. 90.
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Kebiasaan yang dilakukan masyarakat ketika berjual beli, penjual
menyerahkan barangnya yaitu kopi dengan jumlah tertentu kemudian pembeli
membayarnya secara hutang. Namun, para penjual dan pembeli tidak membuat
bukti transaksinya baik berupa kuitansi ataupun surat perjanjian. Melainkan hanya
perjanjian secara lisan, dan menulisnya di atas kertas rokok atau kertas-kertas
biasa yang tidak mempunyai eksistensi yang kuat sebagai pertanggung jawaban.
Sehingga tidak adanya kejelasan tempo pembayaran dan apa konsekuensi ketika
pembeli tidak sanggup membayar.

2. Dari segi cakupannyayaitu :

a al-‘urf al-‘am adalah tradisi masyarakat yang berlaku umum, yaitu adat
kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya
membayar bis kota tanpa mengadakan ijab gabul.?’

b. al- ‘urf al-khas adalah tradis yang hanya berlaku di masyarakat tertentu
secara terbatas.?® Yaitu hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri
tertentu sgja. Misalnya adat gono-gini di jawa.

Jika ditinjau dari cakupannya, tradisi jual beli kopi yang ada di Kecamatan
Silih Nara termasuk dalam katagori ‘urf khas. Karena kebiasaan yang berlaku
secara khusus pada suatu masyarakat atau wilayah tertentu. Y aitu hanya dilakukan
oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah khususnya Kecamatan Silih Nara
Kebiasaan jua beli yang hanya mengandalkan kepercayaan dan tanpa membuat

kuitansi atau surat perjanjian yang resmi sebagal pertanggung jawaban.

*®Sjrajuddin, Eksistensi ‘Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional, MADANIA
Vol. I, No. 2, Juni 2015, him. 17.

“’Dzgjuli, llmu Figh.., him. 90.

*8Sirajuddin, Eksistensi ‘Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional..., him. 17.
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3. dari sudut pandang keabsahannya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
a. ‘urf sahih atau al-‘adah Asahihah yaitu ‘urf yang tidak bertentangan
dengan syari’at. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit.
Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk
barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-
bangunan, dan lain sebagainya.®
b. ‘urf fasid, atau ‘urf yang batal yaitu ‘urf yang bertentangan dengan
syari’at. yaitu kebiasaan dalam bentuk perkataan dan tindakan yang
dikenal dan diamalkan masyarakat, tetapi hal itu bertentangan dengan
norma hukum syara’.*® Seperti adat kebiasaan menghalalkan minuman-
minuman yang memabukkan, menghalakan makan riba, adat kebiasaan
memboroskan harta, dam lain sebagainya.®*

Apabila ditinjau dari keabsahannya, kebiasaan jua beli kopi yang
dilakukan masyarakat Kecamatan Silih Nara tergolong ke dalam ‘urf sahih.
Karena praktek jual belinya sudah memenuhi prinsip dasar agad jual beli. dan
tidak adanya nas khusus yang secara tegas mengatakan bahwa praktek jual beli
harus membuat bukti transaksi baik berupa kuitans maupun surat perjanjian
tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa “urf jual beli kopi yang terjadi
di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah tergolong ke dalam “urf ‘amali,
‘khas dan sahih. Dan bisa dijadikan landasan hukum. Karena ‘urf merupakan

salah satu metode intinbath hukum. Yang menurut mayoritas ulama usul figh

*Dzgjuli, llmu Figh..., him. 90.
*%Sirajuddin, Eksistensi ‘Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional ..., him. 17.
*'Dzgjuli, llmu Figh..., him. 90.
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dapat diterima, bahwa ‘“urf al-sahih, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan
syara’, baik yang menyangkut ‘urf ‘am dan ‘urf khas, maupun yang berkaitan
dengan ‘urf lafzi dan ‘urf al-‘amali, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan
hukum syara’.*

Namun, seiring berjalannya waktu dan perputaran ekonomi, telah banyak
terjadi penyelewengan nila adat-istiadat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari
seringnya pedagang mengalami  penipuan, kerugian sampai menimbulkan
perselishan sesama pedagang. Sehingga praktek jual beli ini dapat menjadi
terlarang.

Maka, praktek jual beli kopi tradisional yang ada di Kecamatan Silih Nara
Kabupaten Aceh Tengah dapat menjadi terlarang bila dianalisa melalui teori sad
zari’ah. Sad zari’ah merupakan salah satu metode istinbat hukum yang diakui
keberadaannya dan digunakan oleh para ulama untuk suatu hukum yang belum
ada nas ialah Sad Al zariah. Sad Al zari‘ah merupakan bentuk wasilah atau
perantara.®

Sad al zari’ah sebagal salah satu metode dalam penafsiran atau penggalian
hukum Idlam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep maslahah
dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala
sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi
dilarang (haram) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada

indikasi yang mengarah kepada mafsadat baik dari segi jenis maupun kualitasnya.

*Mukhsin Nyak Umar, Ushul Figh (Darussalam Banda Aceh Bekerjasama dengan AK
GROUP Y ogyakarta: Ar-Raniry Press, 2008), him. 91.

%% sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), him. 164.



Bila ditinjau, praktek jual beli kopi secara tradisional yang ada di
Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah telah memenuhi prinsip dasar
agad jua beli dan sesuai dengan kaidah ‘urf. Namun, dalam prakteknya sering
menimbulkan mafsadat diantaranya ketika pembeli berhutang dan tidak membuat
bukti transaksi yang kuat yaitu kuitansi atau surat perjanjian maka pembelipun
melalaikan hutangnya bahkan berniat untuk tidak membayar. Sehingga, dapat
dissmpulkan bahwa adanya bentuk penipuan dalam prakteknya dan adanya pihak

yang tezalimi yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan.

Daam hukum Islam, sesuatu yang mulanya dibolehkan apabila
menimbulkan mafsadat maka ia boleh menjadi terlarang. Dalam ilmu usul figh
disebut dengan sad al zari’ah. Dan sad al zari’ah itu sendiri memiliki tingkatan-
tingkatan sesuai dengan bentuk mafsadatnya.

Berikut ini merupakan empat tingkatan zari’ah yang dikemukakan oleh
Imam al- Syatibi dan penjelasan relevansinya dengan praktek jual beli kopi secara
tradisional yang ada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh tengah:

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada ke-mafsadat-an secara pasti
(Qoth’i) misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumahnya
sendiri dan ia tahu bahwa pada malam yang gelap itu ada orang yang
berkunjung ke rumahnya. Perbuatan ini pada dasarnya boleh-boleh sga
(mubah fi zati), akan tetapi dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari
perbuatanya secara pasti akan mendatangkan mafsadat maka menjadi

dilarang.
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2. Perbuatan yang akan dilakukan itu biasanya membawa kepada mafsadat atau
besar kenmungkinan (Dzann alghalib) membawa kepada mafsadat. Misalnya,
seseorang menjual anggur kepada produsen minuman keras. Pada dasarnya
menjual barang (anggur) itu boleh-boleh sgja, akan tetapi apabila ternyata
dijual kepada produsen minuman keras besar kemungkinan anggur itu
diproses menjadi minuman keras yang memabukkan (khamr).Perbuatan
seperti ini dilarang, karena ada dugaan keras bahwa perbuatan itu membawa
kepada ke-mafsadat-an.

3. Pebuatan yang dilakukan itu itu jarang atau kecil kemungkinan membawa
kepada mafsadat, misalnya seseorang mengendarai sepeda motor di jalan raya
dengan kecepatan 30-50 km/jam pada jalur serta kondisi yang normal.
Perbuatan seperti ini boleh-boleh sgja.

4. Perbuatan yang dilakukan itu mengandung ke-maslahat-an, tetapi
memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada mafsadat.
Misalnya seseorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum dan yang sgjenisnya
di pasar tradisional secara bebas pada malam hari.*

Untuk jenis yang pertama dan kedua di atas, para ulama sepakat
melarangnya sehingga perbuatan tersebut (zari’ah) perlu dicegah/ditutup (sadd).
Untuk jenis yang ketiga para ulama tidak melarangnya, sedangkan jenis yang
keempat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama (al-Zuhaily 1986: 877-

893).

**Gibtiah dan Y usida Fitriati, Perubahan Sosial dan Pembahruan Hukum Islam, NURANI,
Vol. XV, No. 2, Desember 2015, him 105.
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Berdasarkan analisis, adat jual beli kopi secara tradisional yang ada di
Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah berupa tanpa bukti transaksi ini
walaupun tidak pasti namun biasanya menimbulkan mafsadat. Dan mafsadat
sudah diketahui dan dapat diprediksi oleh pedagang. Yaitu berupa pembayaran
hutangnya tidak diketahui secara pasti kapan, serta tanpa membuat perjanjian sah
yang dapat dipertanggung jawabkan melalui hukum, yang berisikan tenggang
waktu dan berupa konsikuensi ketika yang berhutang tidak sanggup untuk
membayar. Sehingga jelas sudah bahwa ada unsur penipuan berupa adanya pihak
yang dirugikan atau terzalimi yaitu penjual.

Maka hal ini sesuai dengan pengertian sad al-zari‘ah. Menurut Imam As-

Syathibi adalah:

ddwin J\Z\MUJ.;}:J\

Artinya Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan
untuk menuju kepada suatu kerusakan (ke-mafsadat-an).*

Setelah peniliti rangkum dari hasil wawancara yang ada, praktek jual beli
yang ada ada di Kecamatan Silih Nara mengandung unsur mafsadat yaitu adanya
pengunduran atau penguluran waktu pembayaran hutang yang dilakukan pembeli,
adanyanya ketidakpastian pembayaran hutang, dan adanya ke-mudarat-an yaitu
adanya pihak yang terzalimi (penjual) dan adanya unsur penipuan yang dilakukan

oleh pembeli.

**Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Figih (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him. 132.
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Menurut teori hukum Islam, pengunduran atau penguluran waktu
pembayaran hutang yang ada dalam prakteknya dapat dikatagorikan ke dalam
praktek jual beli yang mengandung unsur riba. Tepatnya merupakan riba nasi’ah.

Para Fugaha’ Mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah membagi
riba menjadi dua, yaitu riba an-nasi’ah dan riba al-fadl. Sedangkan menurut
Fugaha Syafi’iyyah, riba dibagi menjadi tiga macam, yaitu riba an-nasi’ah, riba
al-fadl, dan riba al-yad. Dalam pandangan Jumhur Ulama, riba al-yad termasuk
dalam riba an-nasi’ah.*

Riba an-nasi’ah (riba al-gard), yaitu riba dalam akad utang piutang
(gard). Kata nasi’ah sendiri berarti ta’jil atau ta'khir, artinya
penangguhan/penundaan waktu. Jenis riba inilah yang banyak berkembang dan
dikenal di kalangan orang Arab pra-lslam atau sering disebut sebaga riba al-
jahiliyyah atau riba Al-Qur’an atau riba al-fakhisy yang kemudian dilarang secara
tegas dalam Al-Qur’an. Riba an-nasi’ah ini diharamkan sgjak Nabi saw. masih di
Makah.

Riba al-fadl (riba al-buyu’), yaitu riba dalam akad jua beli, yakni
kelebihan salah satu nilai (jumlah) barang dalam akad jual beli antara dua barang
yang sama jenisnya, seperti kelebihan salah satu pihak dalam akad jual beli antara
gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dil.*’

Dari uraian di atas, dapat dismpulkan bahwa pengunduran waktu

pembayaran hutang yang dilakukan pembeli dalam praktek jual beli kopi yang ada

Abdul Mughits, Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif
Pemikiran Ulama, Jurnal Asy-Syir’ah Val. 43, No. I, 2009, him. 79-80.
37
Ibid.
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di Kecamatan Silih Nara benar-benar mengandung unsur riba yaitu riba nasi’ah
yang dilarang dalam agama Islam. Karena, dalam prakteknya kebanyakan pembeli
selalu mengingkari janji tentang pembayaran hutangnya sampai menahun lamanya
bahkan berniat untuk tidak membayar.

Ketidakpastian dalam pembayaran hutang, bila ditinjau menurut hukum
Islam dapat dikategorikan ke dalam praktek jua beli yang mengandung unsur
gharar. Yang dilarang dalam agama |slam.

Secara lughawi, gharar dimaknai sebagal al-khatr dan altaghrir yang
berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang
tampaknya menyenangkan, namun dalam redlitasnya justru memunculkan
kebencian. Dari pemaknaan ini, bisa dipahami bahwa al-dunya mata* al-ghurur,
dunia adalah kesenangan yang menipu. Atas dasar makna yang dikandung oleh
surat 3 ayat 185 ini, maka kemudian Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa
gharar adalah al-khida’ (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya
diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.®

Jual beli yang ada di Kecamatan Silih Nara merupakan jual beli yang
mengandung unsur gharar. Karena, ketika bertransaksi pembeli dan penjual tidak
membuat kuitans ataupun perjanjian ketika berhutang. Akibatnya, tidak adanya
kepastian tempo pembayaran hutang, dan apa konsekuensi ketika pembeli (atau
yang berhutang) tidak sanggup membayar hutangnya, melainkan hanya perjanjian
melalui lisan sgja. Maka, dari tidak adanya kepastian ini penjual sering merasa

terzalimi dan menganggap pembeli telah melakukan penipuan.

*Sirgjul Arifin, Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan, TSAQAFAH, Vol. 6, No.
2, Oktober 2010, him. 315.
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Jual beli yang ada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah
mengandung unsur ke-mudarat-an, yang dilarang dalam agama Islam. Dalam teori
figh sebagaimana sabda nabi “la darar wa la dirar”’. Asalnya berbunyi la lahuga
aw ilhaga darurin liahadin wala fi’la dirarin ma’a ahadin (tidak boleh
menyebabkan mudarat kepada orang lain, dan tidak boleh membuat mudarat
kepada orang lain).

Lafaz al-darar, berasal dari darrahu, yadarrahu, dararan wa diraran.
Kata dirar, berasal dari darrahu, yadarrahu, diraran. Dalam a-Qur’an surat al-
Bagarah, ayat 231 disebutkan: “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi
kemudaratan”. Kata darar, berarti menimbulkan kemafsadatan kepada diri orang
lain. Sedangkan katadirar, berarti membuat mafsadat orang lain.*

Dalam prakteknya, jua beli yang ada di kecamatan Silih Nara
menimbulkan ke-mudarat-an. Ketika penjual dan pembeli melakukan hutang-
piutang tidak membuat kuitansi ataupun surat perjanjian, sering pihak yang
berhutang melalaikan hutangnya bahkan dengan sengagja untuk tidak membayar
yang membuat penjual merasa tertipu. Sehingga, dapat dikatakan bahwa praktek
jua beli kopi yang hanya mengandalkan kepercayaan ini dapat terlarang karena
mengandung unsur ke-mudar at-an yang dilarang dalam gjaran agama Islam.

Maka, kesimpulkan akhir transaksi jual beli kopi yang ada di Kecamatan

Silih Nara K abupaten Aceh Tengah memiliki mafsadat sebagai berikut:*

*Maimun, Konsep Supremasi Madlahat Al-Thufi dan Implementasinya Dalam
Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, ASAS Vol. 6, No. 1, Januari 2014, him. 22.

*Wawancara langsung dengan Pak Adi Ariga Toke kopi Kampung Simpang Kemili, Pak
Hamdas Toke kopi Kampung Gunung Singit, dan Pak Sulaiman Toke kopi Kampung Arul Gele
padatanggal 25 November 2017.
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Adanya unsur riba yaitu riba nasi’ah. Y aitu seringnya pembeli melalaikan dan
mengulur waktu pembayaran hutangnya bahkan sampai-sampai berniat untuk
tidak membayar.

Adanya unsur gharar. Karena tidak adanya bukti transaksi berupa kuitansi
ataupun surat perjanjian ketika berhutang, yang berisikan kapan tempo
pembayaran hutang dan apa konsekuensi ketika pembeli tidak sanggup
membayar hutangnya. Sehingga merugikan satu pihak yaitu penjual.
Menimbulkan perselisihan anatara para pedagang, hal ini terjadi karena tidak
adanya kepastian agad jual beli dan hanya mengandalkan kepercayaan.

Adanya pihak yang terzalimi, yaitu penjual.

Adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Maka untuk menjauhi hal tersebut perlu di adakan pencegahan yakni

sebagal berikut :

1

Harus ada pencegah perselisihan sgjak dini, yaitu setiap transaks yang terjadi
harus jujur, terbuka dan membuat kesepakatan serta menjauhkan diri dari
menyepel ekan hal-hal terkecil sekalipun walaupun itu transaksi yang dianggap
biasa

Harus membuat surat atau bukti yang sah, bisa berupa surat perjanjian atau
kuitansi besertakan matrai untuk memperkuat keabsahannya. Apalagi yang
diperdagangkan dalam jumlah yang besar, rentan terjadi perselisihan. Maka

perlu bukti supaya dapat diakui dan dipergunakan di pengadilan.
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3. Setiap perdagangan melalui hutang piutang hendaknya membuat kepastian,
kapan pembayarannya, serta konsikuensi ketika yang berhutang tidak sanggup
untuk membayar.

4. Setiap masing-masing pihak yang bertransaks harusnya menghindari ikatan
emosional ketika bertransaksi. Karena ini akan menghambat kegiatan ekonomi,
sebab pihak penjual akan mesara tidak enak hati untuk menagih piutangnya

karena yang berhutang adal ah kerabat dekatnya.
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BAB EMPAT
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Praktek jual beli kopi yang ada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh
Tengah merupakan praktek jua beli tradisional. Sudah secara turun-temurun
masyarakatnya memiliki kebiasaan tersendiri dalam memperjualbelikan
kopinya yaitu hanya mengandalkan kepercayaan. Pelaku jua belinya tidak
membuat bukti transaksi baik kuitansi ataupun surat perjanjian ketika pembeli
membeli secara hutang. Melainkan hanya menulisnya di atas kertas rokok atau
kertas biasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terjadi karena
transaksinya bisa di kebun, di jalan atau saat mendadak bertemu dan praktek
jua beli yang terjadi biasanya kepada kerabat-kerabat terdekat. Sehingga
penjual dan pembeli merasatidak perlu untuk membuat bukti transaksi.

2. Kebiasaan atau adat-istiadat jual beli kopi yang ada di Kecamatan Silih Nara
Kabupaten Aceh tengah bila ditinjau menurut teori ‘urf merupakan adat istiadat
yang sah. Karena praktek jual belinya sudah memenuhi rukun dan syarat jual
beli seperti jual beli pada umumnya, serta terjadi secara menyeluruh dan diakui
oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Silih Nara. Yang kesimpulannya
merupakan ‘urf ‘amali, khas dan dianggap sahih.

Namun, praktek jual beli kopi yang ada di Kecamatan Silih Nara sering
menimbulkan mafsadat yaitu adanya pengunduran atau penguluran waktu

pembayaran hutang yang dilakukan pembeli, adanyanya ketidakpastian tempo
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pembayaran hutang, dan adanya ke-mudarat-an berupa penipuan yang dilakukan
pembeli sehingga penjual akan terzalimi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli kopi yang ada di
Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah mengandung unsur riba yaitu riba
nasi’ah. Karena seringnya pembeli melalaikan dan mengulur waktu pembayaran
hutangnya bahkan sampai-sampal berniat untuk tidak membayar. Adanya unsur
gharar, karena tidak adanya bukti transaks berupa kuitansi ataupun surat
perjanjian ketika berhutang, yang berisikan kapan tempo pembayaran hutang dan
apa konsekuens ketika pembeli tidak sanggup membayar hutangnya. Sehingga
menimbulkan ke-mudarat-an yang merugikan satu pihak yaitu penjua dan
menimbulkan perselisihan antara para pedagang. Hal ini terjadi karena tidak
adanya kepastian agad jua beli dan hanya mengandalkan kepercayaan, sehingga
pihak penjual akan terzalimi sebab adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh
pembeli.

Sehingga, bila dianalisa menurut teori sad al zari’ah, mafsadat yang ada
dalam praktek jua beli kopi tradisional yang ada di Kecamatan Silih Nara jelas
melanggar kaidah hukum Islam. Dan praktek jual beli ini merupakan zari’ah atau

jalan menuju mafsadat yang perlu ditutup sad.

4.2. Saran
1. Hendaklah pemerintah setempat dan aparat-aparat kampung yang memiliki
wewenang khususnya Kecamatan Silih Nara dan di semua daerah secara

umum, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat atau mengarahkan



marsyakatnya bahwa setiap transaksi harus memiliki komitmen dan transaksi
yang jelas bukan berlandaskan kebiasaan yang sudah terjadi di masyarakat.

. Hendaklah setiap para pedagang baik pedagang kopi maupun yang lainnya,
ketika bertransaksi jual beli membuat kuitansi ataupun surat perjanjian. terlebih
transaksinya dalam bentuk hutang piutang yang perlu kejelasan waktu atau
tempo pembayarannya dan apa sanksinya bila tidak sanggup membayar, dan
sebaga bukti yang kuat bahwa sudah melakukan transaksi. Hal ini bertujuan
untuk menghindari perselishan di kemudian harinya. Apalagi jumlah yang

diperdagangkan bukan jumlah yang kecil yang rawan akan perselisihan.
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